KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 5 TAHUN 1989

TENTANG

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur pemerintah yang mampu mendorong, mengerakkan serta mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan berhasilguna dan berdayaguna, dianggap perlu mempersiapkan dan mengembangkan mutu pegawai melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan di lingkungan Departemen Dalam negeri ;

b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan tersebut perlu diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat

:  1.  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor  8 Tahun  1974 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1984 tentang  Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Wilayah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan latihan Propinsi;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11/MENPAN/1988 tentang Pengecualian dari Ujian Dinas;

10. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1797/I/10/6/1988 tentang Pendidikan/Latihan Jabatan Pengganti Ujian Dinas.
Memperhatikan
: 1. Surat Edaran Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 007. A/SEKLAN/1/78 tanggal 4 Januari 1978 tentang Pedoman Pendidikan dan Latihan Penjenjangan.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 893/800/Diklat tanggal 14 Agustus 1982 tentang Pendayagunaan Tamatan SESPA, SEPADYA, SEPALA dan SEPADA;
3. surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 893/883/Litbang tanggal 16 Nopember 1983 tentang petunjuk Pembinaan karier Pegawai yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 

: KEPUTUSAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

a. Pendidikan dan Latihan Penjenjangan adalah, pendidikan dan latihan secara bertingkat menurut kualifikasi yang diperlukan bagi pemeliharaan kontinuitas pembinaan aparatur Pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

b. Pendidikan dan Latihan Penjenjangan terdiri dari :

1) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar disingkat SEPADA;

2) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan disingkat SEPALA;

3) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya disingkat SPADYA;

4) Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi disingkat SESPA.

c. Lingkungan Departemen Dalam Negeri adalah semua unit Organisasi pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Tehnis Departemen Dalam Negeri, serta seluruh Unit Organisasi di lingkungan Pemerintahan Wilayah dan Daerah.

Pasal 2

Tujuan pendidikan dan latihan penjenajngan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kepribadian dan kepemimpinan para pejabat serta menunjang karier pegawai negeri sesuai dengan persyaratan yang dituntut untuk menjabat suatu jabatan.

Pasal 3

Sasaran pendidikan dan latihan penjenjangan adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang mampu:

a. Membantu atasan dengan pemikiran-pemikiran ;

b. Menjabarkan dan melaksanakan kebijaksanaan atasan kepada bawahan;

c. Memimpin, mengadakan supervise dan pengendalian terhadap bawahan;

d. Membina kerjasama baik antar organisasi Pemerintah maupun antar profesi dan atau unit dalam satu Instansi Pemerintah;

e. Membina kesatuan berpikir dan kesatuan bahasa dikalangan pegawai negeri agar dicapai kesatuan gerak didalam menafsirkan dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang administrasi.

Pasal 4

Peserta Pendidikan dan Latihan Penjenjangan ditetapkan dengan berpedoman dan mengarah kepada ketentuan pembinaan karier pegawai dilingkungan Departemen Dalam negeri, dengan persyaratan sebagai berikut:

(1) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA);

a. Pegawai yang dinilai potensial untuk menduduki jabatan eselon V atau pejabat eselon V yang belum mengikuti Sekolah ini;
b. Pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur (II/c);

c. Umur setinggi-tingginya 40 tahun, dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian penyaringan;

d. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA;

e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh dokter Penguji Kesehatan;

f. Berhasil baik dalam seleksi penyaringan;

(2) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA);

a. Pegawai eselon V yang dinilai potensial untuk menduduki jabatan eselon IV atau pejabat eselon IV yang belum mengikuti Sekolah ini;

b. Pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);

c. Umur setinggi-tingginya 42 tahun, dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian penyaringan;

d. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA;

e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh dokter Penguji Kesehatan;

f. Diutamakan telah lulus SEPADA;

g. Berhasil baik dalam seleksi penyaringan;

(3) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA);

a. Pegawai eselon IV yang dinilai potensial untuk menduduki jabatan eselon III atau pejabat eselon III yang belum mengikuti Sekolah ini;

b. Pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata (III/c);

c. Umur setinggi-tingginya 45 tahun, dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian penyaringan;

d. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda/Diploma III;

e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh dokter Penguji Kesehatan;

f. Diutamakan telah lulus SEPALA;

g. Berhasil baik dalam seleksi penyaringan;

(4) Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA):

a. Pegawai eselon III yang dinilai potensial untuk menduduki jabatan eselon II atau pejabat eselon II yang belum mengikuti Sekolah ini;

b. Pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata  Tk I (III/d);

c. Umur setinggi-tingginya 48 tahun, dihitung pada tanggal pelaksanaan ujjian penyaringan;

d. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda/Diploma III;

e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh dokter Penguji Kesehatan;

f. Diutamakan telah lulus SEPADYA;

g. Berhasil baik dalam seleksi penyaringan;

Pasal 5

1) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar disingkat (SEPADA) diselenggarakan oleh Pendidikan dan Latihan propinsi atau Unit Lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri;

2) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan disingkat (SEPALA) diselenggarakan oleh pendidikan dan latihan Wilayah, atau oleh Pendidikan dan Latihan Propinsi tertentu dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;

3) Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya disingkat (SPADYA) diselenggarakan oleh Pendidikan dan latihan wilayah Departemen Dalam negeri;

4) Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi disingkat (SESPA) dilaksanakan secara terpusat pada Badan pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 6

Kurikulum, Metode dan Sarana Pengajaran, Pola Operasional, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1983 tentang Pendidikan dan Latihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Dalam negeri serta semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 1989

MENTERI DALAM NEGERI,

RUDINI

